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BAB 1V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Sekretariat DPR Aceh)
1. Gambaran Umum Sekretariat DPR Aceh

Dalam perkembangan sejarah pengelolaan barang milik daerah
yang diawali pada ketentuan pasal 74 avat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
dijabarkan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor
17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah dan Qanun nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Aceh (BMA) pada Sekrtetariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selaku badan Legislatif yang merupakan suatu badan vang berkewenangan
membentuk peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, yang
mana saat ini dikenal sebagai badan yang mempunyai fungsi legislasi,
penganggaran dan pengawasan (Pasal 41 Undang-undang 32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah) sehingga pada prinsipnya kehadiran
lembaga ini berada pada setiap sistem pemerintahan suatu negara,
maupun daerah dengan latar belakang historis yang searah dengan sejarah
pertumbuhan dan perubahan negara bersangkutan.

Oleh karenanya sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai implementasi

dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

59
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Pasal 251 avat (1) ™ Nama Aceh sebagai daerah provinst dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang
dipilih akan ditentukan oleh DPR Aceh setelah Pemilihan Umum Tahun
2009, dengan demikian dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61
Tahun 2009 Tanggal 7 Mei 2009 tentang Penggunaan Sebutan Aceh pada
nomenklatur Papan Nama, Titelatur Penandatanganan Naskah Dinas, Kop
Naskah Dinas, Sampul/ Amplop Naskah Dinas dan Stempel Dinas di
lingkungan Pemerintah Aceh yang salah satunya adalah sebutan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan
pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang diimplementasikan dengan
karakter khas sejarah perjuangan masvarakat Aceh yang heroik, memiliki
ketahanan dan daya juang tinggi serta berfungsinya legislatif daerah
tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai penampung aspirasi rakyat.
Konspirasi kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam
perspektif modem dalam bernegara sehingga penyelenggaraan
keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang masih kurang
memberikan kehidupan didalam keadilan yang membuat pergolakan yang

dimanifestasikan dalam bentuk reaksi belum pernah usai.
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Dengan demikian Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesalan persoalan Aceh
berupa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur
penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun dalam
pelaksanaannya Undang-undang tersebut juga belum cukup memadai
dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan
keadilan politik sehingga mendorong lahirnya Undang-undang 11 Tahun
2006 tanggal 1 Agustus 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dengan sasaran yang ingin dicapai dibidang poiitik
kepada masyarakat aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai
dengan prinsip good governance melalui prinsip transparansi, akuntabel,
profesional, efisien dan efektif yang dimanfaatkan sebesar-besarnva untuk
kemakmuran masyarakat Aceh. Dalam penjabarannnya otonomi seluas-
luasnya masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan,
menentapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan
pemerintah.

Secara tegas Undang-undang ini mengatur bahwa Pemerintah Aceh
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh
merupakan sub sistem dalam sistem pemerintahan secara nasional dan

otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak akan tetapi
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lebth  dart  itu  vaitu merupakan kewajiban Kkonstitusional untuk
dimanfaatkan sebesar-besarnva bagi kesejahteraan di Aceh. Secara
kedaerahan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
pemerintahan Aceh dapat berjalan beriringan dengan peraturan perundang-
undangan lain yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah panjang
Republik Indonesia sehingga secara nasional bersanding dengan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang
Penectapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor
3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang
berorientasi menata pemerintahan yang baik berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPR Aceh

Secara kelembagaan penyelenggara Pemerintah Aceh terdiri atas
Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pemerintah Aceh
terdiri atas Pemerintah Aceh yang menjalankan tugas eksekutif dan Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh yang menjalankan tugas legislatif. Dewan
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Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinva, Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh didukung oleh personalia Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh vyang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
vang dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Bahwa DPRD adalah lembaga politik, sedangkan anggota DPRD
adalah insan politik. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik,
lembaga DPRD dan anggota DPRD perlu didukung oleh lembaga staf
birokrasi yang mampu mengimbangi irama kegiatan DPRD yang bersifat
politis. Menurut Siagian (1996: 72) bahwa staf adalah semua orang yang
membantu pimpinan baik yang bergerak di bidang line maupun bidang
staff. Petugas Lini adalah mereka yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas pokok organisasi, sedangkan yang tergolong sebagai
staff adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas
penunjang.
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 108 ayat (1) bahwa :
. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dipimpin oleh Sekretaris

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ;
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to

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakvat Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah
berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Secara ex-officio Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam
melaksanakan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu membantu
DPR Aceh dalam menjalankan tugas dan kewenangan sehari-hari.
Kewenangan disini bukanlah semena-mena atau melakukan
kesewenangan terhadap kekuasaan yang dilimpah sebagai kepala
sekretariat namun tetap adanya keterbatasan tugas selaku kepala
SKPA yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dimana secara
teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Selanjutnya, dalam pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
mempunyai tugas:
a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh ;
b. Menyusun rencana anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh dan menyelenggarakan administrasi keuangan ;
c. Melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh ;
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d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh ; dan
e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsinya
sesuail dengan kemampuan keuangan daerah.

Akan tetapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas lanjutan maka
Berdasarkan Qanun nomor 4 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unsur pelayanan

terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan

o

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dipimpin oleh seorang
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakvat Aceh yang secara teknis
operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan secara administratif bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai pasal 11 Qanun Nomor 4 Tahun 2007 disebutkan bahwa
“Untuk menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan sebagaimana
dimaksud pasal 10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
menyelenggarakan Fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh;
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b. Penvelenggaraan administrasi keuangan DPR Aceh:
c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan
d. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahhi vang diperlukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Untuk pencapaian kinerja yang baik maka sesuasi struktur
organisasi maka barang milik daecrah merupakan unsur penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dikelola
secara tertib memenuhi asas-asas akuntabel, fungsional, kepastian, hukum,
kepastian nilai, efektif dan transparansi.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh dan Perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
dibantu oleh bagian-bagian Sekretariat terdiri dari paling banyak 4 (empat)
bagian, dan masing-masing bagian terdiri dar paling banyak 3 (tiga) Sub
bagian. Khusus untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
ditmplementasikan dalam Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2007, Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Adapun tugas yang diemban Sckretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana diuraikan pasal 10 dan 11
Qanun Nomoir 4 Tahun 2007 adalah sebagai berikut Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi  kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan
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menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli vang diperlukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah (pasal 10).

Selanjutnya penegasan pasal 10 Qanun nomor 4 Tahun 2007
menguraikan sebagai berikut :
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal
10, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh;
c. penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. (pasal 11).
Sesuai dengan fungsi seperti tersebut dalam pasal 11 Qanun Nomor
4 tahun 2007, maka Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh, terdin dan :
a. Bagian Umum;
b. Bagian Persidangan dan Risalah;
¢. Bagian Keuangan; dan

d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
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Dari sejumlah bagian vang ada pada Sekretariat DPR Aceh masing-

masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPR Aceh. Untuk lebih

jelasnya Susunan Organisasi Sekretariat DPR Aceh sesuai dengan pasal

7 Qanun Nomor 4 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

setingkat eselonoring Ill/a yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris DPR Aceh dan masing-masing Bagian dibantu

oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub. Bagian setingkat eselenoring [V/a beserta

unsur staf masing-masing, terdiri dari :

a) Adapun jumlah PNS yang menduduki eselonering pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terdin atas :

- Eselonllla = 1 orang
- Eselonlll/a = 4 orang
- EselonIV/a = 12 orang

Jumlah = 17 orang

b) Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang :

- Ivid

- IVhb

- IV/a

- IIl/d

- 1ll/e

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

= 1

= 2

= 5

= 20

= 11

orang

orang

orang

orang

orang



- 1Ib = 35 orang
- lll/a = 60 orang
- 1I/d = 6 orang
- Il/e = 7 orang
- 1I/b = 13 orang
- Il/a = 17 orang

Jumlah = 177 orang

¢) Jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikannya :

- SMA Sederajat = 40 orang
- Diploma 3 = 13 orang
- Sarjana = 110 orang
- Pasca Sarjana = 14 orang

Jumlah = 177 orang

d) Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin :

- Laki-laki = 123 orang
- Perempuan = 54 orang
Jumlah = 177 orang
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Dengan jumlah pegawai yangh tersedia tersebut diupayakan pengelolaan

barang milik aceh secara umum diberikan batasan-batasan hanya untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA, sedangkan yang menyangkut

barang milik aceh yang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
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digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPA pengguna, wajib diserahkan
kepada pemegang kekuasaan pengelola melalyw pengelola.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2 :  Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Seckretariat

DPR Aceh
SEKRETARIS | . i,
DEWAN
Bagian Bagian | Bagian Bagian Kelo}npok
Umum B Persidangan Keuangan —_1 Hukum Dan Jabatan
Dan Risalah Hubungan Fungsional
Masyarakat
Sub Bagian Sub Bagian | | | Sub Bagian F_ Sub Bagian
Tata Usaha | | | Persidangan Anggaran Hukum
| | Sub Bagian | | | Sub Bagian | Sub Bagian | | | Sub Bagian
Rumah Risalah _] Verifikasi Hubungan
Tangga __Masvarakat |
| | SubBagian | | | Sub Bagian | | | Sub Bagian Sub Bagian
Periengkapan Hubungan Perbendaha Perpustakaan
Antar raan dan
Lembaga Dokumentasi

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2014

Untuk lebih jelasnya Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh sesuai dengan pasal 7 Qanun Nomor 4 tahun 2007 tentang Struktur
Organisasi Sekretariat Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Aceh, adalah

sebagai berikut:
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I. Bagian Umum terdin atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Sub Bagian Rumah Tangga

¢. Sub Bagian Perlengkapan

o

Bagian Persidangan dan Risalah terdir: dar :
a. Sub Bagian Persidangan
a. Sub Bagian Risalah

b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga

Bagian Keuangan terdiri dari :

'bJ

a. Sub Bagian Anggaran
b. Sub Bagian Verifikasi
c. Sub Bagian Perbendaharaan
4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
a. Sub Bagian Hukum
b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat

¢. Sub Bagian Pherpustakaan dan Dokumentasi

Pengamatan dilapangan melihat bahwa, mengingat struktur organisasi
Sekretariat DPR Aceh merupakan organisasi staf yang melaksanakan kegiatan
penunjang organisasi, dalam arti memberikan bantuan pelayanan dalam bentuk
pemikiran, ide atau gagasan (think tank) yang merupakan advisory staff dan

bantuan pelayanan administrasi (service staff) yang merupakan ancillary staff
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untuk  menumbuhkan organsiasi dan keberlangsungan organisasi. Dengan
demikian sasaran vang diinginkan terhadap struktur organisasi ini semata-mata
dengan prinsip untuk memberi arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam
menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplelisasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah dan antar

daerah dengan daerah.

3. Pengelolaan Barang Daerah

Berbicara barang berarti tidak terlepas darn menajemen logistik atau
pengelolaan barang milik daerah sebagai siklus yang meliputi kegiatan-
kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, penyimpanan serta
penghapusan barang. Bila kita merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor
6 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (2) meliputi ; Perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan
pemeliharaan, Peninlaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,
Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian.

Dalam hubungannya Kepala Daerah dengan DPRD sesuai Undang-
undang Pasal 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Juncto Undang-
undang 32 Tahun 2005 Pasal 156 ayat (1) menegaskan bahwa “Kepala
daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah” dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
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pengelolaan Barang Milik Dacrah dalam pasal 5 avat (1) menvebutkan
“Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
barang milik daerah™

Adapun paradigma baru Pengelolaan barang milik daerah/aset
daerah telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan
dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke
depannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan
mengedepankangood governance di satu sisi diharapkan akan mampu
meningkatkan  kepercayaan  pengelolaan  keuangan negara  dari
masyarakat/stake-holder.

Tahun 2006 merupakan babak baru dalam sejarah pengelolaan
kekayaan negara Republik Indonesia pada umumnya dan pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN)khususnya karena pada tahun 2006
tersebut terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai kelanjutan dar1 3 (tiga) paket
undang-undang yang telah lahir sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara,dan UU  Nomor I5  Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
telah dibentuk pula satu unit organisasi setingkat eselonl di lingkungan

Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) melakukan
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pengelolaan kekayaan negara vakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN).

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam
Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No0.6/2006 adalah tidak sekedar
administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset
negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiens:, efektifitas, dan
menciptakan nilar tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup
pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan; penggunaan; pemantaatan; pengamanan dan
pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan;
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan
siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan
perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang
lebih luas (keuangan negara)

Wawancara kami dengan Kepala Bagian Hukum dan Humas
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Mahyar, SH, M. Hum) tanggal
10 Desember 2013 menguraikan sebagai berikut “Memang benar adanya
bahwa keberadaan pengelolaan barang milik daerah pada unit kerja
Sekretariat DPR Aceh dikendalikan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan
Asset sebagai perpanjangan tangan kepala daerah.

Ditambahkan kembali oleh Miftalahuddin (Kasubbag Hukum

Sekretariat) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, wawancara tanggal 10
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Desember 2013 menvebutkan, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

barang milik daecrah memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah

b.  Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan
bangunan

c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah

d. Mengajukan wusul pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan DPR Aceh

e. Menyetyjui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik
daerah sesuai batas kewenangannya

f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bargunan

Ditambahkan kembali oleh Kasubbag Hukum Sekretariat DPR Aceh
10 Desember 2013 sebagai berikut :

Disisi lain pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah ini
mendelegasikan kewenangannya pengelolaan barang milik daerah kepada
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) agar dapat menunjuk pejabat
pengelolaan barang mulai perencanaan sampai kepada penghapusan.

Selanjutnya dalam wawancara dengan (Sekretanis Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh, H A, Hamid Zein, SH, M.Hum, pada harnn Senin tanggal
10 Desember 2013) menguraikan Sejalan dengan pengertian keuangan negara

tersebut menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 17 Tahun 2003 yang
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dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 6 Tahun 2006
Pasal 5 ayat (1) menvatakan bahwa “Kepala Daerah adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah” Oleh karenanya seluruh
pengelolaan barang milik daerah ini kepala daerah mendelegasikan kepada
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Aceh
(SKPD/SKPA) dengan menunjuk petugas pelaksana pengelola dan pengurus
barang sehingga seluruh keberadaan barang itu dapat diketahui, sedangkan
dalam hubungannya dengan kedudukan DPR Aceh sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam keberadaannya untuk
pengelolaan barang milik daerah bersifat pengawasan sebuah asset.
Dalam pasal 4 ganun nomor 14 Tahun 2013 menyebutkan sebagai
berikut :
1. Gubernur mempunyai kedudukan sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan BMA;
2. Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas
pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMA;
3. Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMA sebagimana
dimaksud pada ayat (1), berwenang :
a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMA;
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan BMA;
c. menetapkan kebijakan pengamanan, penertiban dan pemeliharaan

BMA;
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d. mengajukan usul pemindahtanganan BMA vang memerlukan
persetujuan DPRA; dan
¢. menyetujui usul pemindahtangan dan penghapusan BMA sesual atas
kewenangannva;
4. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Gubernur dibantu oleh :
a. Sekda selaku Pengelola;
b. Kepala DPKA selaku Pembantu Pengelola;
c. Kepala SKPA selaku Penguuna;
d. Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Pelaksana Teknis Dinas selaku
Kuasa Pengguna;
€. Penyimpan Barang; dan
f.  Pengurus Barang.
Sebagai tambahan dengan (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum, pada hari Senin tanggal 10 Desember
2013) beliau juga mengungkapkan Dalam kebijakan pengelolaan barang pada
dasarnya tetap mempedomani aturan mainnya, baik itu sifatnya Undang-
undang, Peraturan Menteri atau juklak maupun juknis. Semua ini bertujuan
agar kita selamat dari jeratan hukum auditor terhadap perencanaan kebutuhan
dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemarnfaat an, pengamanan dan

pemehiharaan, peninlaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan,
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pembinaan, pengawasan dan pengendalian. barang vang menggunakan dana
pemerintah.

Secara esensi pengelolaan barang milik Daerah memiliki mindset
bahwa agar seluruh pengelolaan barang daerah dapat dikelola dengan benar
didasarkan pada atribut-atribut organisasi vang lengkap dan benar baik itu
bank data pengelolaan, penatausahaan barang milik daerah, permadsalahan
yang terjadi dan kesadaran bahwa keseluruh kekayaan yang dimiliki
merupakan aset kekayaan Daerah sebagai indikator yang penting dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh yang efektif, efisien dan
akuntabel.

Wawancara kami dengan (Kepala Bagian Hukum dan Humas
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Mahyar, SH, M.Hum, pada hari
Senin tanggal 10 Desember 2013) menguraikan, disist lain kita melihat
bahwa efek yang terjadi dari kebijakan pengelolaan barang in1 :

1. Sistem perencanaan kebutuhan barang;
2. Sistem pengadaan barang unit;

3. Penggunaan barang unit;

4. Pemeliharaan;

5. penghapusan dan pemindah tanganan

Pandangan saya pointer kelima ini rentan sekal terjadi permasalahan
karena dalam penghapusan dan pemindahtanganan melibatkan para pihak

dan berbagai kebijakan yang ditempuh, misalnya untuk siapa penghapusan
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dan pemindahtangan sesuatu barang, siapa vang perintahkan. bagaimana
prosesnva dan sebagai-sebagainya. Apalagi saat ini penghapusan barang dan
pemindahtanganan barang tidak lagi melibatkan lembaga DPR Aceh tap
langsung ditangani oleh Exsekutif atau instansi terkait Dinas Pengelolaan
Kekayaan Aceh (DPKA). Namun yang sangat penting bagi kita adalah tidak
terlibat dan tidak melibatkan orang dengan cara tempuh suatu kegiatan

pengelolaan barang namun ditempuh sesuai mekanisme vang berlaku.

Sementara pandangan (Kepala Bagian Umum Romi Aulia, SE. Ak,
pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2013) menguratkan sebelumnya saya
mohon maaf, dulu nanti jangan salah bicara terhadap pengelolaan barang,
memang secara formai semua barang inventaris itu diperuntukkan sesuai
kebutuhan yang didasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
kemudian menjadi Pengelolaan Kebutuhan Barang Unit (PKBU) yang
diinventarisir untuk memjamin ketersediaan barang unit pada Sekretariat
DPR Aceh.

Kasubbag Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat DPR Aceh
(Syarifuddin, S.Sos pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2013), juga
mengemukan pendapatnya terhadap keberadaan pengelolaan barang daerah.

Selanjutnya kita harus mampu memisahkan keberadaan barang unit
itu berdasarkan sumber dana (APBN/APBD/APBA), kemudian memisahkan
dasar sumber barang (Hibah, sumbangan/pemberian, bantuan) penggunaan

barang (pakai habis, barang modal, pinjam pakai), sehingga kita mudah
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memilah dan memilih barang vang bersifat permanen atau pinjam pakai
vang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.

Pada kesempatan yang sama (Kepala Bagian Umum Romi Aulia, SE.
Ak, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2013), memberi pandangan
terhadap pengelolaan barang, disisi lain sering adanya keterlambatan
terhadap pelaksanaan inventarisasi barang daerah pada unit kerja masing-
masing sejak RKBU sampai ke PKBU karena acuan dasar pelaksanaan
kegiatan didasarkan pada standar barang umum sesuai peraturan gubernur
setiap tahunnya terlambat diterima sehingga dalam penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja daerah sering berubah-rubah.

Namun disisi lain (Kasubbag Perlengkapan Syarifuddin, S.Sos, pada
hari Selasa, pada tanggal 11 Desember 2013), menegaskan untuk kita sama-
sama pahami bahwa hubungan kepala daerah selaku eksekutif daerah dan
DPR Aceh sebagai legislasi daerah sebenamya berada pada ranah kebijakan
dan bukan pada teknis operasional, sehingga pola pikir dan prinsip harus
dibangun bersama melalw prinsip, pertama Keterbukaan, kedua Efisiensi,
ketiga Hemat, keempat Ikut memiliki, ke/ima Penggunaan barang public
hanya untuk kepentingan publik.

Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang daerah
perlu adanya pemahaman dari seluruh satuan kerja perangkat daerah
terhadap tahapan kegiatan pengelolaan barang milik daerah, sehingga

koordinasi dan singkronisasi dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan
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dengan baik. Pembantu pengelola melaksanakan koordinasi. menyviapkan /
menyusun dan menghimpun sehingga koordinasi dan singkronisasi dalam
kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Sebagaimana diutarakan oleh (Pengelolaan Barang Unit pada
Sekretariat DPR Aceh Yusnaniar, SE), pada hart Selasa, tanggal
11 Desember 2013, rencana kebutuhan barang milik daerah untuk satu
tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD dan Standarisasi sarana
dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga.Standarisasi
merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman,
kualitas, kapasitas, dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan
dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu
jangka waktu tertentu. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang
dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yaitu :

1. Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing unit / satuan
kerja sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi ;
2. Adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau
sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan

penggantian

|8

Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar
perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga

mempengaruhi kebutuhan barang ;
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4. Untuk menjaga tingkat persedian barang milik daerah bagi setiap
tahun anggaran bersangkutan agar efesien dan efektif: dan
5. Pertimbangan teknologi.

Ditambahkan lagi oleh Pengelolaan barang unit pada Sekretariat
DPR Aceh Yusnaniar, SE, kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan
didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit
sesual anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

a. Barang apa yang dibutuhkan ;

b. Dimana dibutuhkan ;

¢. Bilamana dibutuhkan ;

d. Berapa biaya ;

e. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan ;
f.  Alasan — alasan kebutuhan ; dan

g. Cara pengadaan.

Optimalisasi pengelolaan aset negara (the highest and the best use)
termasuk aset daerah dilakukan secara terintegrasi perencanaan barang
milik Daerah, menurut pengamatan kami belum terlaksana dengan baik
secara nasional dan daerah sehingga perlu penyempurnaan terhadap
peraturan yanag dituang dalam penjabaran Petunjuk pelaksana Qanun
kedalam peraturan Kepala Daerah dari masing-masing daerah provinsi

agar strategi aset dapat dilakukan penyesuaiannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41970.pdf

Strategic Assets Management vang  telah  disesuaikan  ini,
dipertajam menjadi 3 klasifikasi antara lain :

Strategi Aset Barang Daerah

*  Melengkapi atribut organisasi
pengelolaan

* Penyiapan peraturan & kebijakan

= Penertiban BMN/BMD

*  Penatausahaan andal & akuntabel

» Utilisasi dalam rangka optimalisasi aset negara/daerah

* Penuntasan tindaklanjut hasil penertiban BMN/ BMD
dan hasil pemeriksaan BPK-RI

» Penyiapan aset planning

» Penatausahaan BMN/BMD menuju akrual basis

* Penyelesaian aset eks DK/TP

» Identifikasi dan pendataan sertifikat tanah BMN/BMD

* Integrasi perencanaan anggaran dan
perencanaan BMN/BMD

* Optimalisasi pengelolaan aset negara/daerah

= Sertifikasi tanah BMN/BMD

* Penatausahaan berbasis akrual

Sumber : LGSP USAID

Sementara dalam Arah penertiban BMD (Inventarisasi dan
penilaiannya) adalah bagaiman pengelolaan aset Daerah disetiap pengguna
barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset-aset Daerah
mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang
tungsi pelayanan dan untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi Daerah.

Permasalahan dalam pengelolaan aset beserta action yang dapat
dilakukan untuk masing-masing identifikasi masalah menurut tim pengelola

aset pada kementrian dalam negeri:
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1. Kurangnya tingkat akurasi nilai aset vang dikelola.

Tertib pencatatan harus dimulai sejak dari tahap pengadaan. Pada
tahap pengadaan mengenai detail spesifikasi dari aset harus dirinci
dengan dengan jelas, baik untuk aset tidak bergerak maupun untuk aset
tidak bergerak. Masih banyak kelemahan dalam hal ini, antara lain
terdapat kesalahan penulisan spesifikasi ataupun ukuran kuantitas pada
kontrak, padahal int menjadi sangat kruisal dan berpengaruh untuk proses
selanjutnya.

Kementerian/Lembaga selaku pemilik dan pengelola barang milik
Daerah tidak tertib dalam masalah penilaian pencatatan barang milik
Daerah. Terdapat peraturan khusus yang mengatur dalam hal pencatatan
dan rekonsiliasi barang milik Negara, yaitu PMK No. 102/05.PMK/2009
Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara. Pentingnya
penilaian dan rekonsiliasi ini adalah agar dapat diketahui nilai wajar
sesungguhnya dari nilai aset. Pihak pengelola barang milik Daerah sering
menganggap remeh mengenai penilaian dan rekonsiliasi. Padahal dengan
rekonsiliasi dapat diketahui nilai kesesuaian nilai aset dengan nilai wajar.

Dengan demikian dapat diketahui apakah aset tersebut perlu
dilakukan penilaian ulang atau tidak. Dan yang penting adalah mengenat
rekonsiliast ni menjadi salah satu komponen yang menjadi obyek
pemeriksaan dari instansi pemeriksa (Inspektorat, BPKP, BPK-RI).

Apabila tidak terdapat kesesuaian mengenai rekonsiliasi dengan Dirjen
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Kekavaan Negara, maka hal int dapat diangkat menjadi temuan. Adanya
temuan instansi pemeriksa ini akan bermuara pada penilain Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga.

(S

Ketidakjelasan status aset yang dikelola.

Hal ini bisa menjadi masalah yaitu ketika aset pusat yang berada
di daerah tidak segera dilakukan penghibahan. Pemenntah daerah, ketika
akan melakukan penganggaran untuk pemeliharaan aset pusat tersebut,
tidak bisa dilakukan begitu saja, dikarenakan aset tersebut adalah aset
pusat maka untuk anggaran pemeliharaan tidak bisa diambilkan dan
daerah. Apabila anggaran pemeliharaan ini diambilka n dari pusat, di
tingkat pusat tidak terdapat alokasi untuk pemeliharaan. Hal im1 yang
menyebabkan banyak aset pusat di daerah banyak mengalami kerusakan
meskipun umur pakainya masih sedikit, karena kurangnya pemeliharaan.
Oleh karena itu, sejak dilakukan penganggaran terhadap rencana
pengadaan barang milik Negara, perlu disiapkan pula mekanisme
hibah/penyerahan ke daerah agar tidak terjadi permasalahan di belakang,
yang akan bermuara pada opini instansi pemeriksa atas laporan keuangan
kementerian lembaga. Mekanisme hibah ini akan menjadikan jelas
mengenai status aset (barang milik Daerah) apakah menjadi milik pusat
atau daerah, sehingga alokasi untuk anggaran pemeliharaan dapat

diyakini akuntabilitasnya.
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Hal penting vang perlu mendapat perhatian adalah masih
rendahnya nilai tawar dan instanst pemerintah dalam hal ketika terjadi
tukar guling atas aset, terutama aset tidak bergerak. Seperti kita ketahui
bersama, banyak aset-aset pemerintah berupa aset tidak bergerak yang
menyusut atau bahkan lenyap begitu saja ketika terjadi tukar guling
dengan pihak instansi lain ataupun pihak swasta. Dalam hal ini terdapat
indikasi adanya tindakan korupsi/suap dari pengelola ataupun pemangku
jabatan pada kementerian/lembaga/instansi daerah. Hal lain adalah
lemahnya tindakan/pengetahuan hukum dari pengelola aset mengenai
tekhnis tukar guling aset. Tukar guling aset adalah hal yang rumit, karena
hal ini berkaitan dengan taksiran nilai dan kuantitas. Selain itu untuk aset
tidak bergerak juga berkaitan dengan lembaga lain yang berkompeten,
yaitu Badan Pertanahan Nasional. Diperlukan kecakapan dari pihak
sumber daya manusia pengelola aset, agar tidak terjadi kerugian dalam

hal tukar guling ini.

LI

Kurang optimainya penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka
mendukung tugas pokok dan fungsi pemernintah.

Hal ini sering terjadi untuk aset-aset yang dianggarkan di
pemerintah pusat namun penggunaan untuk di daerah dengan melalui
mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama.
Misalnya untuk aset-aset bergerak yang membutuhkan jaringan listrik

ataupun jaringan internet, di dalam perencanaan seharusnya sudah bisa
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dipetakan apakah aset vang dianggarkan tersebut bisa digunakan di
daerah.
4. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik
Negara dalam rangka menghasilkan pendapatan Negara.

Perlu adanya peningkatan kemampuan tekhnis dari user ataupun
pengelola aset agar dapat mengoperasikan aset sehingga dapat
memberikan nilai tambah bagi kinerja pemerintahan. Hal ini sering
terjadi untuk aset berupa aset bergerak klasifikasi aset tak berwujud,
berupa aplikasi computer. Pemerintah mempunyai banyak aset berupa
aset tak berwujud, yang mempunyai fungsi guna sebagai tools dalam
menunjang kinerja pemenrintahan, namun aset ini sering tidak
didayagunakan dengan baik karena rendahnya kualitas sumber daya
manusia, ataupun kurang bagusnya pengelolaan sumber daya manusia itu
sendiri. Hal ini sering terjadi di daerah. Instansi daerah, sering tidak
memperhatikan kekhususan keterampilan dari sumber daya manusia
dalam hal penempatan pada wilayah kerja. Ataupun sdm yang menguasai
mengenai aset tak berwujud tersebut ditempatkan pada tempat lain yang
tidak berhubungan sama sekali dengan aset tersebut.

Sering terjadi tidak tertibnya dalam hal penguasaan aset, terutama
untuk aset dalam penguasaan pejabat yang purna tugas, ataupun aset

yang digunakan oleh pihak ketiga. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya
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dari pihak pengelola aset untuk menarik kembali aset vang telah selesal
dalam masa pakai.

5. Meminimalisasi terjadinya kerugian Negara sebagai akibat dan
pengelolaan Barang Milik Negara.

Banyak terdapat aset-aset yang mempunyai masa pakal masih
sedikit, namun yang banyak mengalamai kerusakan ataupun tidak dapat
digunakan. Poin satu, tidak berfungsinya aset-aset yang masa pakai
masth sedikit in1 sebagai akibat dari kurangnya pemeliharaan dari aset.
Apabila hal ini terjadi pada aset tidak bergerak seperti gedung, apabila
gedung rubuh tidak hanya terdapat kerugian materiil namun juga
kerugian jiwa.

Kurang tertibnya dari mekanisme inventarisasi barang milik
negara baik di tingkat pusat ataupun daerah. Pentingnya inventarisasi
harus dilakukan agar diketahui secara jelas nilai aset/kekayan negara
yang saat ini berada di penguasaan kementerian/lembaga ataupun instanst
daerah. Banyak aset-aset di tingkat pusat ataupun di daerah yang tidak
diketahui keberadaanya, dan hal ini sudah menjadi temuan bagi instansi
pemeriksa BPK-RI. Permasalahan int dikarenakan tidak tertibnya
pengelola barang pada kementerian/lembaga dan instansi daerah. Hal
yang dapat dilakukan adalah menempatkan sdm yang mempunyai

kapabilitas yang memadai dalam hal pengelolaan barang milik Daerah,
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serta meningkatkan kapasitas SDM dengan memberikan kediklatan
pengelola barang.

Agar pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat
DPR Aceh terkoordinasi dengan baik, maka perlu dilakukan pemberdayaan
pendidikan, pelatihan agar dapat memberikan pengetahuan yang luas dan
mendalam tentang bidang vang dipilih atau yang dipelajarinya, melatih
sumber daya yang ada untuk berpikir secara rasional dan menggunakan
kecerdasan kearah yang tepat; melatih Sumber daya menggunakan akalnya
dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat
maupun bertindak, membernikan kemampuan untuk merumuskan pikiran,
pendapat yang hendak disampaikan secara logis dan sistimatis sehingga

mudah dimengerti.

4. Pemegang Barang
Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) sasaran strategis yang harus
dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain:
1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah;

2. Terciptanya efisiensi dan etektivitas penggunaan aset daerah;

L2

Pengamanan aset daerah;
4. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan
daerah.

Sesuai Qanun 14 Tahun 2013, Barang Milik Aceh adalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBA atau berasal dari perolehan
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lainnva vang sah vaitu diperoleh dari hibah’ sumbangan dan dalam negert,
maupun luar negert.

Dalam pengelolaan barang daerah tidak terlepas dari kegiatan
penatausahaan, oleh karena itu sangat perlu dilakukan antara lain pembukuan,

inventarisasi dan pelaporan. Pengelola Barang
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Sumber : USAID LGSP (2008)

Strategi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah meliputi :

Identifikasi dan inventarisasi nilal dan potensi aset daerah.
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Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah
yang dimiliknya, baik vang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa
potensi vang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah
pertu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah.
Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh
informasi vang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang
dimiliki atau dikuasai oleh pemernntah daerah. Identifikasi dan inventarisasi
aset daerah tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang
akan dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan
inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan,
pemerintah daerah perlu memantaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang
independen.

Pemegang Barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima,
menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah yang diangkat
dengan keputusan kepala dacrah untuk masa satu tahun anggaran dan
bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui atasannya. Demikian pula
keberadaan pemegang barang pada Sekretariat DPR Aceh yang diusulkan
oleh Sekretaris Daerah untuk diangkat sebagai pemegang barang yang
menerima, menyimpan dar. mengeluarkan barang daerah yang dikuasai satuan
unit Sekretariat DPR Aceh. Jika pemegang barang pada Sekretariat DPR
Aceh dinginkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk

diangkat kembali tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan
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konsekuens: ketentuan jabatan terhadap pemegang barang tidak boleh
dirangkap oleh pengurus barang. Adapun kriteria-kriteria penetapan kembali
terhadap pemegang barang pada Pemerintah Aceh, terutama pada Sekretariat
DPR Aceh, antara lain :

a. Diusulkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

b. Memiliki kepangkatan serendah-rendahnya golongan I1.

c. Memiliki pengalaman dalam pengurus Barang atau pernah ngan
mengikuti Bimbingan Teknis Pemegang Barang.

d. Memiliki sifat dan akhlak yang baik, juur, dipercaya dan tidak
bermasalah dengan moral.

Pemegang Barang pada dasarnya merupakan seseorang yang
diberikan kepercayaan untuk menerima, menyimpan dan menerima barang
milik daerah sesuai dengan mekanisme pengelolaan milik daerah secara
fungsional harus melaporkan seluruh aktifitasnya kepada atasan langsung
agar setiap pengeluaran barang dapat dilakukan pengawasan intemmal dan
dipertanggung-jawabkan sesuai Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU).

Dalam pengelolaan barang sebagaimana penugasan untuk menerima,
menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya sebagai amanah negara dan tanggungjawab individu
yang telah ditunjuk untuk tugas bersangkutan.

Untuk kehidupan suatu organisasi pemerintahan daerah yang berjalan

dengan teori birokrasi sering penunjukan-penunjukan petugas pengelolaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41970.pdf

93
barang milik daerah didasarkan pada usulan SKPA_ dididik dan atau dibekali
pengetahuan pengelolaan barang agar mampu membenahi kekurangan-
kekurangan ilmu vang dimiliki sehingga takkala diberikan beban tugas
pengelolaan sudah ada kesiapan jabatan fungsional dimaksud.

Mekanisme pengelolaan barang pada Sekretariat DPR  Aceh
sebenarnya sudah dapat dilaksanakan dengan baik namun dalam aktifitas
seharian sering ditemui berbagai hambatan-hambatan baik disebabkan karena
personil yang bertugas belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan
pengelolaan barang, kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki masih
terbatas dalam bidang ini, penempatan personil bukan berdasarkan disiplin
ilmu yang dimiliki dan sering terjadinya pemutasian terhadap petugas
pengelolaan barang dan diganti dengan personil baru sehingga pengetahuan
pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara fungsional kurang
kendali.

Pemegang barang unit pada Sekretariat DPR Aceh sebagaimana
disampaikan Sriwahyni, S Pi tanggal 14 Desember 2013 sebagai berikut :

Sebenarnya pengelolaan barang sebagaimana tugas menerima,
menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah yang secara
khusus yang dilaksanakan pada unit kerja Sekretariat DPR Aceh bukanlah
beban yang besar akan tetapi perlu diingat bahwa kegiatan pencatatan
terhadap seluruh barang sangat perlu dilakukan agar dapat mengetahui

terhadap kebutuhan barang dan kesediaan barang unit.
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Sebagaimana dalam pedoman pengelolaan barang daerah dan barang

negara vang dipisahkan Nursvahit (2005 56) menvebutkan, Tugas dan
tanggungjawab Pemegang barang :

1) Menerima, menyimpan dan menyerahkan barang Pemerintah Daerah
(Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) ke unit pemakai (bagian-
bagian)

2) Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran
barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang
menurut jenisnya terdiri dart :

- Buku barang inventaris

- Buku barang pakai habis
- Buku hasil pengadaan

- Kartu barang

- Kartu persediaan barang.

3) menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan
pengeluaran/penyerahan  secara tertib dan teratur  sehingga
memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama
dalam hubungan dengan pengawasan barang.

4) membuat laporan mengenai barang vang diurusnyaberdasarkan Kartu

Persediaan Barang apabila diminta dengan sepengetahuan atasan

langsung.
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5) Membuat laporan. baik secara periodic maupun secara insidentil
mengenal pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnva Kepala
Daerah melalui atasan langsungnya.

6) membuat perhitungan/pertanggungjawaban atas barang yang
diurusnya.

7) Bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui atasan langsungnya
mengenai barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak
atau dicuri dan sebab lainnya. Apabila terjadi kerugian, kehilangan
atau kerusakan barang yang diurusnya karena kelalaian, maka yang
bersangkutan wajib mengganti.

8) Melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 3
(tiga) bulan sekali, perhitungan mana menyebutkan dengan jelas jenis
jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya
dibuatkan Berita Acara perhitungan barang yvang ditanda tangani oleh
Pemegang Barang dan atasan langsung yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara dengan Pengurus Barang (Sri Wahyuni,S.P1) pada
hari Jum’at, tanggal 14 Desember 2013, dengan menguraikan, secara
peraturan  perundang-undangan Pemegang Barang apabila karena
kelalaiannya sesuai ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat
dikenakan “Tuntutan Perbendaharaan karena tugasnya sebagai Pemegang

Barang dan tuntutan ganti rugi karena kedudukannya sebagai pegawai
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mempergunakan barang inventarts dalam pelaksanaan tugasnva sebagai

Pemegang Barang.

Sedangkan secara operasional pengurus barang wajib melakukan

tugasnya agar dapat menghindari jeratan hukum, sedangkan seluruh barang

dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, batk secara administrasi maupun

pengawasan internal dan exsternal.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam

rangka

membertkan pelayanan terbaik pada Sekretariat DPRAceh, baik sarana

maupun prasarana yang dimiliki Sekretariat DPR Aceh antara lain:

Tabel 3 : Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPR Aceh

NO

JENIS BARANG

JUMLAH

KET

2

3

4

vk

Unit

——

Unit

I Unit

] Unit

1 Unit

I Unit

1 Unit

[E]

Unit

I Unit

Unit

[

fe—

Unit
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I Unu

2 U

75 Unit

18 Umit

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2013

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Pengelolaan Barang
Milik Daerah pada Sekretariat DPR Aceh merupakan hal yang sangat penting
sehingga dengan demikian jika hal ini dapat dipenuhi dengan baik, akan
sangat mendukung tugas-tugas di Sekrtetariat DPR Aceh, dan perlu diingat
bahwa Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian vang tidak terpisahkan
dari pengelolaan keuangan daerah vang dilaksanakan secara terpisah dan
pengelolaan  barang milik  Negara. Berdasarkan peraturan tersebut,
Departemen Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negen
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri itulah, dimana Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi

“Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal
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dari perolehan lainnva vang sah, serta peraturan kepala daerah mengenat
sistem dan prosedur pengelolaan barang milik  daerah  untuk
provinsi/kabupaten/kota masing-masing. Dalam Pasal (3) PP 6 tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terkait dengan Pengelolaan
Barang Milik Daerah disebutkan :

. Pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,

akuntabilitas, dan kepastian nilat.

2

Pengelolaan barang milik Daerah meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
C. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
1. penatausahaan;
J. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Mekanisme pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah

sehingga suatu kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian
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tindakan vang mempunvai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan
oleh sesecorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah
tertentu (Anderson, 1979: 99-102). Sedangkan pengertian publik (public)
dalam pengelolaan barang milik daerah memiliki dimensi lebih banyak yaitu
secara soslologis untuk memenuhi kebutuhan barang unit sesual rencana
kebutuhan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pengelolaan Barang milik Daerah yang dimiliki Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh antara lain :
1. Belum terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh secara konsisten dalam arti masih
tersebarnya keberadaan barang-barang inventaris yang belum terdata

dengan baik;

o

Pendataan barang milik daerah yang dikuasai Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh belum sepenuhnya terlaksana terutama barang-

barang bergerak dan barang pakai habis;

3. Terbatasnya sumber daya manusia yang mampu melaksanakan kegiatan
pengelolaan barang daerah pada unit Sekretariat DPR Aceh.

Barang milik atau kekayaan negara termasuk barang milik atau aset-
aset dacrah adalah bagian tak terpisahkan dari pengertian Keuangan Negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003. Oleh karena itu, harus dikelola secara tertib, taat asas/sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan,
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dan bertanggung jawab berdasarkan keadilan dan kepatutan Gubernur'wali
kota’bupati adalah pejabat-pejabat negara vang diberi kuasa olch presiden
sebagai pengelola keuangan daerah dalam rangka APBD, vang di dalamnya
termasuk mengelola barang atau aset daerah.

Sebagaimana dalam wawancara dengan (Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh, H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum, pada hari Senin
tanggal 10 Desember 2013) menguraikan Sejalan dengan pengertian
keuangan negara tersebut menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 17 Tahun
2003 yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
6 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Daerah adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah” Oleh karenanya
seluruh pengelofaan barang milik daerah ini kepala daerah mendelegasikan
kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kera
Perangkat Aceh (SKPD/SKPA) dengan menunjuk petugas pelaksana
pengelola dan pengurus barang sehingga seluruh keberadaan barang itu dapat
diketahui, sedangkan dalam hubungannya dengan kedudukan DPR Aceh
sebagal unsur penyelenggaraan pemerintalian daerah dalam keberadaannya
untuk pengelolaan barang milik daerah bersifat pengawasan sebuah asset.

Sebagai tambahan dengan (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum, pada hari Senin tanggal 10 Desember
2013 beliau juga mengungkapkan Dalam kebijakan pengelolaan barang pada

dasarnya tetap mempedomani aturan mainnya, baik itu sifatnya Undang-
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undang, Peraturan Menteri atau juklak maupun juknis. Semua ini bertujuan
agar Kita selamat dan jeratan hukum auditor terhadap perencanaan kebutuhan
dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, peninlaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian, barang yang menggunakan dana
pemerintah.

Secara esensi pengelolaan barang milik Daerah memiliki mindset
bahwa agar seluruh pengelolaan barang daerah dapat dikelola dengan benar
didasarkan pada atribut-atribut organisasi yang lengkap dan benar batk itu
bank data pengelolaan, penatausahaan brang milik daerah, permadsalahan
yang terjadi dan kesadaran bahwa keseluruh kekayaan yang dimiliki
merupakan aset kekayaan Daerah sebagai indikator yang penting dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh yang efektif, efisien dan
akuntabel.

Dalam kaitan pengelolaan aset mencerminkan "pincangnya’
pelaksanaan ketentuan-ketentuan pengelolaan aset daerah dan kurang
dipahaminya aturan-aturan hukum pengelolaan aset daerah oleh pimpinan
maupun staf Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diben tugas dan tanggung
jawab tersebut. Pengelolaan aset daerah ibarat mobil tua yang tertinggal jauh
di belakang dibandingkan dengan pengelolaan uang/anggaran daerah.

Banyak pejabat lebih cenderung dan "doyan" mengelola anggaran

daripada berkutat dengan pengelolaan barang atau aset daerah, kecuali untuk
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program pengadaan. Rentetan siklus barang lainnya seperti inventarisasi.
pemeliharaan dan penghapusan barang atau aset daerah cenderung diabaikan.
Hal-hal inilah yang sering menghasilkan audit BPK dengan opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP), bahkan opini Disclaimer. Barang atau aset
pemerintah daerah bila dikelola dengan baik dan benar mempunyai peran
serta sumbangan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah
daerah termasuk dalam peranannya sebagai salah satu sumber PAD yang
potensial.

Sementara dalam wawancara kami dengan (Kabag. Hukum dan
Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Mahyar, SH, M. Hum,
pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013) menguraikan, disisi lain kita
melihat bahwa efek yang terjadi dan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah, yaitu pertama Sistem perencanaan kebutuhan barang, kedua Sistem
pengadaan barang unit, ketiga Penggunaan barang unit, keempat
Pemeliharaan, ke/ima penghapusan dan pemindah tanganan

Namun pada saat ini, apabila kita akan mencoba mencari tahu seberapa
berapa jumlah sesungguhnya kekayaan Daerah Aceh ditingkat provinsi
ditambah kabupaten kota, tampaknya belum ada data yang valid dari setiap
instansi pemerintah daerah. Data aset tersebar di berbagai lokasi dengan
status hukum yang belum pasti atau tidak jelas, dan belum bersertifikat untuk

barang tidak bergerak berupa lahan/tanah. Inventarisasi aset daerah, jika ada,
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dapat dipastikan tidak lengkap dan biasanva masih mencantumkan harga
perolehan vang tidak mencerminkan nilai riil dari aset tersebut.

Permasalahan lain juga timbul seperti tidak jelasnva status hukum
tanah-tanah pemerintah, pemanfaatan, hingga pemindahtanganan aset daerah
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Kondist pengelolaan aset daerah saat ini masih sangat perlu mendapat
perhatian serius dari jajaran pemerintah daerah. Tidak validnya data aset
daerah menyebabkan kesulitan bagi pemerintah dalam menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terutama pada sisi Nerace Keuangan.

Penyebab lain adalah kurang dipahaminya peraturan-peraturan
pengelolaan aset sebagaimana tertuang dalam ketiga undang-undang di atas
dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah. Di samping itu, sering terdapat konflik kepentingan dalam
kaitan pemanfaatan aset daerah terutama oleh pihak ketiga dalam bentuk
penyewaan; Kerja Sama Operasional (KSO) dan lain-lain. Praktik-praktik
penyewaan, KSO dan lain-lain yang tidak transparan cenderung menimbulkan

permasalahan-permasalahan hukum di kemudian harn.
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Sementara itu wawancara dengan (Kasubbag Hukum Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Miftalahuddin, pada hari Senin tanggal
10 Desember 2013 menyebutkan, sebagal pemegang kekuasaan pengelolaan
barang milik daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan
bangunan.
3. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah.
a. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang
memeriukan persetujuan DPRD.
b. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik
daerah sesuai batas kewenangannya.
c. Menyetuyjui usul pemanfaatn barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan.

Dan disisi lain pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
ini mendelegasikan kewenangannya pengelolaan barang milik daerah kepada
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) agar dapat menunjuk pejabat
pengelolaan barang mulai perencanaan sampai kepada penghapusan.

Peranan DPRD biasanya seperti institusi Pemadam Kebakaran yakni
doing by accident atau baru ribut setelah ada permasalahan. Sangat jarang ada
upaya-upaya pencegahan sebelum terlambat dan pada akhirnya menjadi

temuan empuk dari instansi pemeriksa eksternal seperti BPK.
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Kebjjakan umum pengelolaan aset daerah harus dibuat konprehensif
mencakup seluruh siklus barang atau aset daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik
negara dan daerah serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun
2007 baik mengenai barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Satuan-satuan kerja di bawah komando Kepala SKPD harus benar-
benar mampu menjadikan tertib administrasi pengelolaan barang atau aset
daerah yang menjadi wewenangnya inheren dengan pengelolaan
keuangan/anggaran satuan kerjanya. Selanjutnya, setiap SKPD wajib
menyusun Laporan Penggunaan Barang secara semesteran dan Laporan
Penggunaan Barang secara tahunan. Laporan tersebut disampaikan kepada
gubernur/bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengelola
Barang/Aset Daerah.

Sekretaris Daerah dan jajarannya akan meneliti dan memvalidasi
dengan cermat untuk selanjutnya disusun Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) oleh kepala daerah dalam arti gubernur yang disampaikan ke
DPR Aceh dalam suatu Sidang Paripurna Penyampaian Laporan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA. LKPD tersebut setidak-tidaknya
memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan-
catatan atas laporan keuangan perusahaan daerah dalam satu tahun anggaran

tertentu.
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Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD/DPR Aceh), juga media
massa, berperan penting dalam ikut mengawasi titik-titik rawan pengelolaan
aset daerah dan turut serta berpartisipast mewujudkan manajemen
pemerintahan yang baik dan bersih. Titik-titik rawan tersebut biasanya
terdapat pada proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, perencanaan
anggarannya dan juga pada kegiatan pemanfaatan aset; seperti disewakan,,
Kerja Sama Operasional (KSO), dan sebagainya; serta pada kegiatan tindak

lanjut setelah penghapusan aset, misalnya dalam bentuk pelelangan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Mencermati dari berbagai data dari hasil penelitian terhadap Pelaksanaan

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRA yang merupakan

Implementasi Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah, maka kesimpulannya antara lain :

a. Pengelolaan barang milik daerah sebagat siklus yang meliputi kegiatan-kegiatan
perencanaan, pengadaan, penggunaan, penyimpanan serta penghapusan barang.
Bila kita merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 Pasal 3 ayat
(2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (2)
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengacaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

b. Dalam hubungannya Kepala Daerah dengan DPRD sesuai Undang-undang Pasal
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Juncto Undang-undang 32 Tahun
2005 Pasal 156 ayat (1) menegaskan bahwa “Kepala daerah adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

c. Pemegang Barang pada dasarnya merupakan seseorang yang diberikan
kepercavaan untuk menerima, menyimpan dan menerima barang milik daerah
sesuai dengan Pelaksanaan pengelolaan milik daerah secara fungsional harus

melaporkan seluruh aktifitasnya kepada atasan langsung agar setiap pengeluaran
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barang dapat dilakukan pengawasan internal dan dipertanggungjawabkan sesuat
Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);

d. Pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan
sesual dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)
dalam bentuk pinjam pakai;

¢. Pinjam pakai barang milik daerah antara Pemerintah Daerah dengan Satuan
Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima
imbalan dan setelah jangka waktu berakhir diserahkan kembali dengan tidak
mengubah status kepemilikan;

f. Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan suiat
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan
kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang vang berada dalam penguasaannya;

g. Barang milik daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBA dan berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang
diperoleh dari hibah/sumbangan, hasil perjanjian/kontrak, ketentuan undang-
undang dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

h. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pcngadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran,
penggunaan dan penatausahaan.

1. Tugas dan tanggungjawab Pemegang barang :

» Menerima, menyimpan dan menyerahkan barang Pemerintah Daerah

(Sekretariat DPRA) ke Unit pemakai (bagian-bagian)
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~  Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang
dan keadaan persediaan barang ke dalam bukuwkartu barang menurut

Jenisnya terdiri dari :

Buku barang inventaris

)

Buku barang pakai habis

¢

Buku hasil pengadaan

Kartu barang
- Kartu persediaan barang.
B. Saran - Saran
1. Saran Tioritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :
1. Kegunaan Teoritis. merupakan sumbangan penulis bagi perkembangan [Imu
Administrasi Publik khususnya kajian Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah pada Sekretariat DPRA yang merupakan Implementasi darn
Permendagn nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Mihk

Daerah,

[

Kegunaan praktis, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta
masukan bagi para pengambil keputusan pada tingkat daerah dalam
mewujudkan kesetaraan, jenjang dan proporsional dalam pengelolaan barang
milik daerah.
2. Saran Praktis

a. Hendaknya setiap perubahan suatu produk undang-undang tentang lembaga

legislatif diarahkan pada proses dinamika politik menuju kesejahteraan
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dengan mempertimbangkan asas efisiensi. kepatutan. dan kewajaran
sehingga produk peraturan vang dihasilkan dapat mencerminkan kearah itu,
sehingga lebih efisien, hemat dan mencapai sasaran, dan bukannya tambah
mundur dari segi pelayanan. Fungsi dan peran Pengelolan Barang Milik
Daerah disesuaikan dengan perkembangan dinamika, sebagai sumberdaya
pada sekretariat DPR Aceh harus lebih efisien dan berdayaguna terutama
dari segi kualitas, sehingga betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik.

b. Agar Pengelola Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPR Aceh dapat
bekerja secara efisien dan konsisten dalam mendata keberadaan barang-
barang inventaris yang belum terdata dengan baik, terutama barang-barang

bergerak dan barang pakai habis;
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